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RINGKASAN EKSEKUTIF
Stunting di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena telah 
memengaruhi 30,8% anak-anak di bawah usia lima tahun - hampir delapan juta anak 
pada tahun 2018. Pemerintah telah merancang beberapa intervensi untuk mengurangi 
stunting, yang terdiri atas program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat 
dan daerah. Program-program ini bertujuan, misalnya, untuk menciptakan budaya pola 
konsumsi makanan yang baik dan meningkatkan fasilitas sanitasi. Walaupun hal ini akan 
meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan pangan, program-program tersebut tidak 
cukup untuk mengatasi kurangnya aksesibilitas pangan di Indonesia, yang disebabkan oleh 
harga komoditas pangan yang sangat tinggi.
Disaat Indonesia berhasil meningkatkan peringkatnya dalam Indeks Keamanan Pangan 
Global dari posisi 76 di tahun 2018 menjadi 65 di tahun 2018, terdapat beberapa indikator di 
mana Indonesia masih memperoleh nilai di bawah rata-rata global, seperti kualitas protein, 
ketersediaan mikronutrien, kecukupan pasokan makanan, dan proporsi konsumsi makanan 
sebagai bagian dari pendapatan rumah tangga.
Studi ini menemukan adanya hubungan yang signifikan antara harga pangan dengan kejadian 
stunting. Untuk menjamin akses berkelanjutan ke makanan bergizi, kebijakan perdagangan yang 
menyebabkan harga pangan yang lebih tinggi perlu ditinjau kembali karena kebijakan tersebut 
berpotensi mengurangi efektivitas upaya pemerintah dalam mengurangi kasus stunting.
Pertama, Permendag Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 16(1) perlu direvisi karena peraturan ini 
membiarkan BULOG memonopoli impor beras. Dengan membiarkan perusahaan lain bersaing 
dengan BULOG, pasar beras akan menjadi lebih efisien dan harga beras akan turun. Kedua, 
Kementerian Perdagangan harus menghapus larangan daging sapi impor murah untuk masuk 
pasar tradisional, seperti yang diatur dalam Permendag Nomor 59 Tahun 2016, Pasal 19. Aturan 
serupa di Pasal 9 juga perlu ditinjau kembali, karena pasal tersebut membatasi kegiatan impor 
daging sapi hanya kepada BUMN dengan alasan kesehatan, membuat rumit prosedur birokrasi 
dan semakin mengurangi akses ke daging sapi sehingga perlu ditinjau ulang. Nantinya, Direktorat 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian perlu memperluas 
pengawasan teknis terhadap kesehatan komoditas sapi impor juga kepada pelaku swasta. 
Ketiga, Permendag Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 3(1) dan 3(2) yang mengatur impor jagung harus 
dihapus karena membuat harga jagung lebih tinggi dan memengaruhi biaya produksi industri 
unggas lebih tinggi, dan pada akhirnya menyebabkan harga daging ayam dan telur lebih tinggi.
GLOSARIUM
Malnutrisi : Kondisi yang disebabkan oleh asupan komponen gizi di bawah atau 
di atas jumlah yang diperlukan oleh tubuh sehingga menimbulkan 
masalah kesehatan.
Kurang Gizi : Asupan gizi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seseorang 
untuk menjaga kondisi kesehatan yang baik.
Stunting (Kerdil) : Anak di bawah usia lima tahun dengan rasio tinggi badan terhadap 
usia kurang dari dua deviasi standar berdasarkan median standar 
Pertumbuhan Anak WHO, biasanya disebabkan oleh kekurangan 
asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang dan seringnya 
terjangkit penyakit.
Wasting (Kurus) : Anak di bawah usia lima tahun dengan rasio berat badan terhadap 
tinggi kurang dari dua deviasi standar berdasarkan median 
standar Pertumbuhan Anak WHO, biasanya disebabkan oleh 
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Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization - WHO) memperkirakan terdapat 
224 juta balita di dunia yang kekurangan gizi. Oleh karena itu, negara anggota WHO didorong 
untuk memerangi kekurangan gizi melalui intervensi gizi yang efektif yang dicapai dengan 
meningkatkan akses universal ke makanan yang sehat dalam sistem pangan yang berkelanjutan 
dan kuat (WHO, 2018). 
Indonesia, yang juga merupakan anggota WHO, menghadapi masalah kekurangan 
gizi yang serius. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar terbaru yang dilakukan oleh 
Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, hampir delapan juta penduduk Indonesia di 
bawah usia lima tahun menderita kekurangan gizi yang menyebabkan kasus stunting/
kerdil (30,8%), wasting/kurus kering (10,2%), dan/atau underweight/kekurangan berat 
badan (17,7%) (Riskesdas, 2018). WHO mengklasifikasikan kasus stunting dan wasting di 
Indonesia ke dalam kategori “buruk” dan underweight ke dalam kategori “cukup buruk”. 
Menurut Kementerian Kesehatan (2018), Indonesia memiliki kasus stunting tertinggi ke-4 
di dunia. Pemerintah Indonesia telah mengakui situasi ini sebagai “krisis” (Bank Dunia, 
2018). Walaupun kekurangan gizi menurun antara tahun 1995 dan 2018, prevalensi 
stunting tetap secara signifikan lebih tinggi daripada dua jenis kasus malnutrisi lainnya 
(Gambar 1).
Gambar 1.
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Sumber: Basis Data Global WHO tentang Pertumbuhan Anak dan Gizi Buruk, BPS (2014), Riskesdas (2018)
Catatan: Diukur untuk anak-anak Indonesia di bawah usia lima tahun. Basis data ini dikumpulkan oleh WHO dari berbagai survei 
yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan.
Stunting memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan anak. Terdapat tiga faktor utama 
yang berkontribusi pada kondisi stunting: (1) kesehatan dan gizi ibu yang buruk, khususnya 
status gizi ibu sebelum, selama, dan setelah kehamilan; (2) praktik pemberian makan yang 
tidak memadai pada bayi dan anak kecil, hal ini termasuk terbatasnya jumlah, kualitas, dan 
variasi pemberian makanan pendamping untuk anak-anak; dan (3) infeksi (WHO, 2014). 
Stunting mengancam produktivitas ekonomi suatu negara karena dapat mengurangi Produk 
Nasional Bruto (PNB) setiap tahun sebesar 11 persen di Asia dan Afrika (Horton dan Steckel, 
2013). Hal itu juga menyebabkan 20 persen hilangnya pendapatan orang dewasa dan 
meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan sebesar 33 persen (Hoddinott et al., 2013). 
Program yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk memberantas 
Stunting melalui tindakan promotif dan preventif1. Dalam rangka meningkatkan asupan 
gizi, pada bulan Desember 2011 pemerintah bergabung dalam Gerakan “Scaling-Up 
Nutrition” (SUN) yang diprakarsai oleh PBB. SUN adalah gerakan global yang bertujuan 
meningkatkan akses ke makanan pokok dan bergizi. Terdapat dua intervensi yang 
merupakan bagian dari SUN, yang salah satunya adalah Intervensi Gizi Spesifik. Intervensi 
ini terdiri atas berbagai program yang menargetkan anak-anak pada 1000 Hari Pertama 
Kehidupan (1000 HPK) mereka dan juga para ibu.
Pemerintah Indonesia merancang kerangka kerja intervensi stunting yang kemudian 
diterjemahkan ke dalam kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian dan pemerintah 
daerah. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 mengenai Gerakan Nasional 
Percepatan Perbaikan Gizi merupakan peraturan paling awal dalam intervensi ini. 
Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan program gizi yang ada dan mengikuti 
buku pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 
Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes Nomor 15 Tahun 2013 terkait Panduan 
Fasilitas Menyusui yang mengharuskan kantor untuk menyediakan fasilitas menyusui bagi 
ibu yang bekerja dengan anak di bawah usia enam bulan. Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 
terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berfokus pada membangun perilaku higienis 
di kalangan masyarakat. Dan Permenkes Nomor 23 Tahun 2014 terkait Upaya Perbaikan Gizi 
berfokus pada peningkatan akses pendidikan dan informasi gizi untuk menstimulasi lebih 
banyak pola konsumsi gizi dan gaya hidup yang lebih sehat. Semua intervensi ini, bersama 
dengan program lain seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), bertujuan untuk mengurangi 
stunting (Kemenkes, 2018).
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 
menetapkan cadangan pangan regional dan lokal untuk memastikan ketersediaan pasokan 
makanan. Peraturan ini juga membahas diversifikasi pangan, pendidikan tentang diet bergizi 
seimbang, mitigasi dan pencegahan krisis pangan, serta distribusi dan perdagangan makanan. 
Pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertanggungjawab menangani semua 
kegiatan yang terkait dengan peraturan tersebut. 
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional untuk Mempercepat 
Peningkatan Gizi telah menghasilkan gugus tugas nasional2 yang memonitor dan mengevaluasi 
1 Kebijakan promotif membantu meningkatkan status kesehatan seseorang. Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor 
23 Tahun 2014 merupakan contoh dari tipe kebijakan ini. Kebijakan preventif membantu mencegah seseorang menderita masalah 
kesehatan. Permenkes Nomor 15 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 dapat dianggap sebagai contoh. 
2 Gugus tugas ini dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan Kementerian 
Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi 


















upaya pemberantasan stunting di pemerintah daerah setiap enam bulan. Berbagai kebijakan 
telah diterapkan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, tetapi dengan terbatasnya laporan 
evaluasi resmi dari pemerintah, sulit untuk menganalisis secara keseluruhan bagaimana 
kebijakan semacam itu berdampak dalam mengurangi stunting. Tidak ada angka resmi yang 
tersedia tentang berapa banyak kantor yang telah menerapkan Permenkes Nomor 15 Tahun 
2013 tentang Panduan Fasilitas Menyusui. Studi di Jawa Tengah menunjukkan bahwa sebagian 
besar kantor pemerintah dan sektor swasta belum menyediakan fasilitas yang memadai bagi 
ibu menyusui (Aisyaroh dan Sutrisminah, 2017, Wijaya dan Soesanto, 2017). Hasil Monitoring 
Evaluation Permenkes Nomor 03 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
dilaporkan telah mencapai 74,02% dari tujuannya. Tetapi masih ada 16 dari 34 provinsi yang 
memiliki kinerja di bawah rata-rata nasional (Kemenkes, 2018). Pencapaian lebih lanjut oleh 
pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program tersebut tampaknya terhambat 
oleh perencanaan program yang buruk dan bantuan yang buruk di tingkat desa (Davik, 2016). 
Permenkes Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Peningkatan Gizi memiliki tantangan dalam 
membangun kesadaran publik karena kurangnya sumber daya lokal terkait gizi (Septianingrum 
dan Tauran, 2016). Pada tahun 2016, program ini membutuhkan 5.990 ahli gizi lokal tambahan, 
dan juga perlu mengirimkan 2.169 ahli gizi yang terkonsentrasi di beberapa daerah di Indonesia 
(Kementerian Kesehatan, 2017).
Selain capaian program-program pemerintah tersebut, faktor lainnya yang berperan penting 
dalam memengaruhi gizi dan perkembangan anak-anak di Indonesia adalah tingkat harga 
pangan di Indonesia. Saat ini, tingkat rata-rata inflasi untuk komoditas makanan tetap relatif 
rendah yaitu 3,2% per tahun pada tahun 2017 (BPS, 2018) tetapi rata-rata orang Indonesia masih 
menghabiskan sekitar 50 persen dari pendapatan bulanan mereka untuk makanan (BPS, 2018). 
Orang miskin di Indonesia dapat membayar hingga 75 persen dari pendapatan mereka untuk 
asupan makanan, dan hal itu membuat mereka sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan.
Untuk mengidentifikasi dampak harga pangan terhadap gizi dan pertumbuhan yang terhambat, 
studi ini mengamati beberapa komoditas tertentu, yaitu beras, daging sapi, telur, daging ayam, 
dan ikan. Beras adalah makanan pokok bagi hampir semua orang Indonesia, dan aksesibilitasnya 
menjadi penting bagi kelangsungan hidup di Indonesia. Beras menawarkan banyak manfaat 
kesehatan bagi konsumen dengan menyediakan vitamin B, serat, dan zat besi. Akan tetapi gizi 
buruk terjadi di daerah di mana beras menjadi makanan pokok (Potrykus, 2003). Beras sangat 
bermanfaat karena mengandung karbohidrat yang tinggi (USDA, 2016) tetapi diet yang didominasi 
oleh beras membutuhkan asupan pelengkap dari jenis makanan lain yang mengandung gizi 
lain (Dipti et al., 2012). Makanan pelengkap yang dapat diambil adalah daging sapi, ikan, dan 
daging ayam, yang merupakan makanan berbasis protein, dan dapat memberikan gizi lain dan 
melengkapi kekurangan zat besi dan zink dalam beras. Asupan daging sapi, ikan, dan ayam 
yang rendah telah dikaitkan dengan kasus stunting pada anak dan, sebaliknya, konsumsi daging 
dan ikan secara signifikan dapat mengurangi stunting untuk anak-anak berusia 12-23 bulan 
(Headey, 2017). Daging ayam adalah sumber protein yang baik dan juga lebih sehat dibandingkan 
dengan daging lain (Dowarah, 2017). Selain itu, status gizi anak-anak di bawah usia 6–23 bulan 
akan membaik dengan konsumsi ikan. Anak-anak yang mengonsumsi ikan cenderung tidak 
Stunting (Marinda et al., 2018). Selain itu, telur memainkan peran penting sebagai sumber gizi 
untuk pertumbuhan dan perkembangan. Konsumsi telur setiap hari di rumah tangga dapat 
meningkatkan gizi anak (Iannotti et al., 2017). 
Harga Pangan dan Prevalensi Stunting
Stunting di Indonesia paling parah dialami oleh kuintil terendah dari masyarakat miskin di 
Indonesia, dengan jumlah lebih dari 50 juta orang (TNP2K, 2017). Karena mereka memiliki 
daya beli yang rendah, orang miskin cenderung berfokus pada karbohidrat dan lebih sedikit 
pada makanan berprotein tinggi, dan pada akhirnya mengonsumsi jumlah makanan yang tidak 
mencukupi (DiSantis et al., 2013). 
Pengalaman internasional menunjukkan bahwa harga pangan yang lebih rendah akan secara positif 
memengaruhi rumah tangga yang berpenghasilan rendah karena mereka akan membelanjakan 
bagian yang lebih besar dari anggaran mereka untuk konsumsi makanan (McGranahan, 2008). 
Tingkat inflasi yang rendah untuk produk makanan mengarah pada peningkatan status gizi 
masyarakat (Arndt et al., 2016). Sebaliknya, harga pangan yang lebih tinggi memaksa orang untuk 
mengalihkan konsumsi mereka ke makanan yang lebih murah yang cenderung kurang bergizi, 
yang akhirnya akan mengarah pada peningkatan kemungkinan stunting, kekurangan mikronutrien, 
dan masalah kesehatan lainnya (Meerman dan Aphane, 2012).
Penelitian yang ada di Indonesia belum banyak yang berfokus pada peran harga pangan terhadap 
prevalensi stunting dan lebih berfokus pada hubungan antara pilihan makanan dan gizi buruk 
(Mahmudiono et al., 2017) dan pentingnya jumlah makanan yang dikonsumsi setiap hari terhadap 
kasus stunting (Ramli et al., 2009). Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dampak harga 
pangan terhadap prevalensi stunting di Indonesia.
Menurut Kementerian Pertanian, rata-rata orang Indonesia mengonsumsi 114,16 kg beras pada 
tahun 2017, yang merupakan salah satu tingkat konsumsi beras per kapita tertinggi di dunia 
(Kementerian Pertanian, 2018). Tingkat konsumsi beras yang luar biasa membuat masyarakat 
Indonesia terkena dampak buruk dari harga beras domestik yang jauh lebih tinggi daripada 
harga beras di pasar dunia (Gambar 2).  
Gambar 2.























































































































Harga Ritel Lokal (Rp/kg) Harga Ritel Internasional (Rp/kg)
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Data Harga Komoditas (Pink Sheet Commodity Prices) Bank Dunia, 2018
Catatan: Nilai tukar USD terhadap Rupiah mengacu pada IMF. Harga lokal dari Januari 2009-Agustus 2010 diinterpolasi karena 
terdapat angka yang berbeda ditemukan di beberapa sumber. Harga beras internasional yang diamati berdasarkan komoditas 














Pada saat yang sama, rata-rata orang Indonesia hanya mengonsumsi 2,399 kg daging sapi 
(Kementerian Pertanian, 2018) per kapita pada tahun 2017, yang jauh lebih rendah daripada 
negara-negara tetangga, seperti Filipina, Malaysia, dan Vietnam (OECD, 2017). Harga daging sapi 
di Indonesia dua kali lebih tinggi daripada di pasar dunia dan berdampak pada tingkat konsumsi 
domestik yang rendah (Respatiadi dan Nabila, 2017). 
Gambar 3.





















































































Harga Ritel Domestik untuk Daging Sapi (Rp/kg) Harga Ritel Dunia untuk Daging Sapi(Rp/kg)
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia, 2018
Catatan: Nilai tukar USD terhadap Rupiah mengacu pada IMF. Harga daging sapi internasional diamati berdasarkan komoditas 
daging sapi Australia/Selandia Baru
Rata-rata orang Indonesia mengonsumsi 11,5 kg daging ayam dan 6,63 kg telur (sekitar 133 
telur) setiap tahunnya (JPP, 2018), yang menjadikan keduanya bagian penting dari makanan 
lokal. Sayangnya, harga eceran domestik cukup tinggi karena jagung di Indonesia harganya 
sekitar tiga kali lipat dari harga di pasar dunia, dan jagung menyumbang 50 persen dari biaya 
pakan industri peternakan unggas (USDA, 2018).
Gambar 4.
Perbandingan Harga Jagung, 2009-2018








































































































Sumber: Bank Dunia (2018) dan Kementerian Perdagangan (2018), disusun oleh Freddy et al. (2018)
Catatan: Nilai tukar USD terhadap Rupiah mengacu pada x-rates.com. Harga jagung nasional yang diamati berdasarkan pada 
Jagung AS No.2 Yellow, F.O.B US Gulf Port
Gambar 5.
Perbandingan Harga Eceran Daging Ayam, 2010-2017





























































































































Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik, 2017
Catatan: Nilai tukar USD terhadap Rupiah mengacu pada x-rates.com. Harga daging ayam internasional yang diamati 
berdasarkan pada Komoditas Daging Ayam AS
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Gambar 6.


























Sumber: Komisi Eropa (Direktorat Jenderal Pertanian dan Pembangunan Pedesaan), Outlook Telur 2017, Kementerian Pertanian, 2017
Catatan: Pertukaran Mata Uang Rata-Rata Tahunan, 1 EUR = Rp13.857,5(2013), Rp15.748,92 (2014), Rp14.870,39 (2015), Rp14.720,83 
(2016), Rp15.118,01 (2017). Sumber: ECB, 2017. UE dipilih karena mewakili bagian dominan dari ekspor komoditas telur dunia.
Terakhir, ikan merupakan bagian penting dari diet rata-rata orang Indonesia dengan konsumsi 
per kapita sebesar 47,12 kg pada tahun 2017 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018). 
Tabel 1 di bawah ini menjelaskan hubungan antara harga sekelompok makanan yang diamati 
dengan kasus stunting di Indonesia. Kelompok makanan yang diamati adalah beras, daging sapi, 
telur, daging ayam, dan ikan. Karena tidak ada hubungan yang dapat diamati secara langsung 
antara harga pangan dan kejadian stunting, tingkat konsumsi dimasukkan sebagai perantara 
dengan asumsi bahwa harga pangan akan memengaruhi tingkat konsumsi pangan dan 
tingkat konsumsi nantinya juga akan memengaruhi prevalensi kasus stunting. Jenis kelamin, 
pendapatan rumah tangga, pendidikan orang tua, dan faktor geografis juga diamati dalam model 
regresi yang dijelaskan secara lebih rinci dalam Lampiran III.
Tabel 1
Estimasi Hubungan antara Harga Pangan dan Kasus Stunting
Sampel = 8212
Model





Tahap Kedua (Model stunting: Hubungan antara tingkat konsumsi dan stunting)
Konsumsi











Tahap Pertama (Model Konsumsi: Hubungan antara harga dan tingkat konsumsi)  
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Catatan: Tabel dan penjelasan yang terperinci tersedia di Lampiran III. Tingkat kepercayaan didefinisikan sebagai persentase dari 
semua kemungkinan sampel yang dapat diharapkan untuk menjelaskan parameter populasi yang sebenarnya. Mengalikan koefisien 
pada kedua tahap untuk setiap kelompok makanan akan mencapai penghitungan akhir dari dampak perubahan harga di setiap jenis 
makanan pada probabilitas terjadinya kasus stunting di rumah tangga, dengan mengasumsikan variabel lain yang konstan.
 
Studi ini menemukan bahwa harga pangan memiliki hubungan yang negatif signifikan dengan 
tingkat konsumsi. Hal ini berarti bahwa ketika harga pangan yang diamati naik, orang cenderung 
mengurangi konsumsi makanan mereka. Jika mempertimbangkan koefisien dari masing-
masing jenis makanan, perubahan harga akan sangat memengaruhi tingkat konsumsi beras. 
Peningkatan sebesar Rp1000,00 akan mengurangi konsumsi beras bulanan sebesar 0,67 kg. 
Studi ini menemukan bahwa harga pangan memiliki hubungan 
yang negatif signifikan dengan tingkat konsumsi. Hal ini berarti 
bahwa ketika harga pangan yang diamati naik, orang cenderung 
mengurangi konsumsi makanan mereka
Harga rata-rata beras antara April 2017 dan April 2018 adalah Rp5.109,18 lebih tinggi dari 
harga di pasar dunia. Jika rumah tangga Indonesia dapat membayar seharga pasar dunia, 
mereka akan berpotensi menambah konsumsi hingga 3,43 kg beras lebih banyak setiap 
bulan3. Dampak harga pada tingkat konsumsi signifikan semua kelompok makanan, akan 
tetapi karena beras dikonsumsi dalam jumlah yang relatif lebih besar relatif dengan jenis 
makanan lain, dampak harga pada konsumsi jenis makanan lain menjadi kurang menonjol. 
Selain itu, ketika rumah tangga menurunkan tingkat konsumsi dari kelompok makanan 
yang diamati, probabilitas untuk memiliki anak stunting dalam rumah tangga tersebut akan 
meningkat. Korelasi antara pola konsumsi semua jenis makanan dan kasus stunting juga negatif. 
Dengan mempertimbangkan koefisien dari semua jenis makanan, terlihat bahwa probabilitas 
3 Dalam contoh ini, kami mengalikan perbedaan harga pangan (-Rp5,109.18) dan koefisien untuk model beras (-0.000673), 
sehingga menghasilkan perubahan tingkat konsumsi sebesar 3.43 kg
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untuk memiliki anak stunting akan lebih tinggi jika individu mengurangi konsumsi daging sapi. 
Penurunan konsumsi 1 kg daging sapi akan meningkatkan kemungkinan rumah tangga memiliki 
anak stunting sebanyak 1,52 persen. Jika orang Indonesia mengonsumsi daging sapi sebanyak 
orang di Filipina (3,25 kg) atau di Malaysia (4,8 kg), probabilitas untuk memiliki anak stunting 
akan berkurang masing-masing sebesar 0,41 persen dan 0,6 persen4.
Temuan kami mengonfirmasi bahwa penurunan harga pangan akan dikaitkan dengan penurunan 
probabilitas Stunting melalui perubahan pola konsumsi, yang membuat faktor-faktor lain tetap 
konstan. Oleh karena itu, memastikan kerangka kerja kebijakan yang mendukung harga pangan 
yang lebih rendah merupakan prasyarat untuk mencapai prevalensi Stunting yang lebih rendah.
Harga rata-rata beras antara April 2017 dan April 2018 
adalah Rp5.109,18 lebih tinggi dari harga di pasar dunia. 
Jika orang Indonesia dapat membayar seharga pasar 
dunia, mereka akan berpotensi menambah konsumsi 
hingga 3,43 kg beras lebih banyak setiap bulan
4 Dalam contoh ini, konsumsi daging sapi per kapita per tahun dibagi 12 bulan (0.27 kg untuk Filipina dan 0.4 kg untuk Malaysia) 
dan kemudian dikali dengan koefisien untuk model daging sapi (-1.52), sehingga menghasilkan perubahan probabilitas kejadian 
stunting sebesar 0.41% dan 0.6% secara berurutan.
Analisis Dampak Pembatasan Perdagangan terhadap Harga Pangan 
di Indonesia
Pembatasan perdagangan pangan di Indonesia menyebabkan tingginya harga pangan yang 
mengarah pada prevalensi stunting yang lebih tinggi. Beban dari kebijakan pembatasan 
perdagangan ini ditanggung oleh konsumen. Tingkat Proteksi Nominal (TPN) perbedaan antara 
harga barang domestik dan internasional yang timbul dari kebijakan perdagangan. Marks (2017) 
telah menghitung tingkat proteksi nominal untuk barang-barang yang diperdagangkan secara 
internasional di Indonesia dan data yang mengacu pada kelompok makanan yang diamati 
dijelaskan pada Tabel 2.
Tabel 2
Tingkat Proteksi Nominal (TPN) untuk Kelompok Makanan yang Diamati
Sektor Komoditas Deskripsi
TPN dari Keseluruhan 
Kebijakan 
Perdagangan
TPN dari Keseluruhan Kebijakan 
Perdagangan tidak termasuk 
Pembatasan Kuantitatif 
(Quantitative Restriction)
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Beras





















Tabel 2 menggambarkan bahwa harga kelompok makanan yang diamati telah dipengaruhi 
secara signifikan oleh kebijakan perdagangan yang diberlakukan oleh pemerintah, terutama 
untuk beras, daging sapi, dan produk unggas. Kolom 4 dan 5 menunjukkan persentase dampak 
dari kebijakan perdagangan internasional yang meningkatkan harga barang di pasar domestik 
dibandingkan dengan harga barang di perbatasan (sebelum terdampak kebijakan). (Marks, 2017). 
Kolom 4 menunjukan dampak saat mempertimbangkan semua kebijakan terkait perdagangan 
dan kolom 5 mengecualikan semua pembatasan kuantitatif seperti kuota, lisensi, dan larangan. 
Tampaknya pembatasan kuantitatif telah secara signifikan memengaruhi beras dan daging sapi, 
dan juga produk unggas pada tingkat yang lebih rendah. Pembatasan impor kuantitatif untuk 
komoditas tersebut menyebabkan biaya yang besar ditanggung oleh konsumen Indonesia.
Sama seperti di negara lain (Lu, et al., 2016), kebijakan promotif dan preventif telah berperan 
mengurangi stunting di Indonesia. Namun, upaya ini tidak dapat memberikan dampak seutuhnya 
karena adanya tarif impor dan hambatan impor kuantitatif yang menyebabkan harga pangan 
lebih tinggi. Bank Dunia (2011) telah menyarankan Indonesia untuk mengurangi tarif impor 
makanan pokok untuk membatasi kenaikan harga pangan yang lebih lanjut. Kebijakan non-tarif 
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seperti kuota, lisensi, dan larangan impor musiman juga berkontribusi pada kenaikan harga 
pangan (Sayaka dan Erwidodo, 2013; Cadot dan Gourdon, 2012). Menurut Global Trade Alert, 
per November 2018, porsi peraturan perdagangan yang berbahaya di Indonesia berkontribusi 
75,2% dari semua peraturan kebijakan perdagangan. Jumlah ini lebih tinggi daripada di negara 
tetangga seperti Malaysia (28%).
Beberapa pembatasan impor melalui kebijakan non-tarif adalah penyebab utama kenaikan harga 
pangan dari kelompok makanan yang diamati, yaitu beras, daging sapi, daging ayam, dan telur. 
Pasal 16(1) pada Permendag Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ekspor dan Impor Beras memberikan 
hak impor eksklusif kepada BULOG. Melalui status monopoli yang diperoleh BULOG, pemerintah 
bermaksud untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan asing. Status ini telah 
diberikan kepada BULOG pada tahun 2007 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
(Surat S-96/M.Ekon/08/2007), yang menjamin peran BULOG sebagai importir tunggal untuk 
beras selama lebih dari satu dekade. Lebih lanjut, pasal 16(3) Permendag Nomor 1 Tahun 2018 
mendorong adanya rapat koordinasi terjadwal antara BULOG dan kementerian terkait untuk 
menganalisis pasar beras. BULOG melakukan tindakan impor berdasarkan keputusan dari rapat 
koordinasi tersebut.
Pasal 9 Permendag Nomor 59 Tahun 20165 mengatur impor daging sapi dari negara-negara 
yang tidak sepenuhnya bebas dari penyakit hewan. Peraturan tersebut hanya memungkinkan 
perusahaan milik negara untuk melakukan impor tersebut dan mereka hanya diizinkan untuk 
melakukannya setelah mendapatkan izin resmi dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, dengan 
juga mengikuti keputusan impor yang ditentukan melalui rapat koordinasi dengan beberapa 
kementerian dan juga harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Tujuan 
utama dari peraturan ini adalah untuk menghindari masuknya hewan dengan penyakit hewan 
ke Indonesia tetapi Pasal 19 juga melarang akses semua daging sapi yang diimpor ke pasar 
tradisional tanpa mempertimbangkan apakah negara sumber daging sapi yang diimpor tersebut 
telah bebas dari penyakit hewan atau belum. Daging sapi impor hanya diperbolehkan dijual ke 
industri, supermarket, hotel, restoran, dan layanan katering. 
Pembatasan impor jagung memiliki pengaruh tidak langsung terhadap harga komoditas pangan 
yang diamati karena merupakan bahan penting dari pakan ternak dalam industri unggas yang 
merupakan penghasil daging ayam dan telur. Proporsi pakan berbasis jagung yang digunakan 
dalam komponen diet unggas terdiri dari 50-60% (Utomo, 2012). Dengan demikian, harga jagung 
secara signifikan memengaruhi harga produk unggas seperti telur dan daging ayam. Permendag 
Nomor 21 Tahun 2018 tentang impor jagung, khususnya pasal 3(1) dan (2), mengatur bahwa 
hanya BULOG yang berwenang untuk mengimpor jagung untuk pakan ternak atas instruksi 
dari Menteri Badan Usaha Milik Negara dan berdasarkan pada rekomendasi dari Kementerian 
Perdagangan. Dengan peraturan ini, yang sebelumnya telah diatur dalam Permendag Nomor 20 
Tahun 2016 Pasal 3, 4(1), dan 5, pemerintah bermaksud untuk meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan petani jagung lokal selagi berupaya meningkatkan daya saing dan melindungi 
kepentingan konsumen. 
5 Peraturan ini telah menggantikan Permendag Nomor 46 Tahun 2013 Pasal 17 untuk melindungi industri daging sapi domestik.
REKOMENDASI KEBIJAKAN
Kepentingan konsumen dapat dipenuhi dengan ketahanan pangan yang bertumpu pada empat 
pilar: (i) ketersediaan, (ii) akses, (iii) pemanfaatan, dan (iv) stabilitas. Dimensi gizi dianggap 
integral dengan konsep ketahanan pangan (FAO, 2009). 
Ketersediaan pangan tergantung pada pasokan makanan yang cukup melalui produksi, 
distribusi, dan pertukaran. Akses pangan sebagian besar tercapai saat rumah tangga memiliki 
sumber daya yang cukup untuk mendapatkan makanan dengan harga terjangkau. Pemanfaatan 
pangan mengacu pada pengetahuan dan kebiasaan rumah tangga untuk membuat keputusan 
terkait makanan bergizi dalam lingkungan fisik yang sehat dengan fasilitas sanitasi dan proses 
penyimpanan yang memadai. Hal ini mencakup kemampuan tubuh manusia untuk mengubah 
makanan menjadi energi dan sumber daya vital lainnya. Terakhir, stabilitas pangan ada ketika 
ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan telah diamankan secara berkelanjutan dari waktu 
ke waktu (Ecker dan Bresinger, 2012). Untuk mengurangi tingkat kekurangan gizi dan stunting 
di Indonesia, keempat pilar ketahanan pangan perlu diperkuat, karena mereka akan membantu 
masyarakat untuk mencapai kebutuhan pangan mereka. 
Intervensi pemerintah yang ada sebagian besar berkaitan dengan memastikan pasokan yang 
cukup di dalam negeri; sedangkan intervensi lain mempromosikan pengetahuan dan kebiasaan 
mengenai makanan bergizi. Jika digabungkan, program-program ini dapat membantu memastikan 
ketersediaan dan pemanfaatan pangan sebagai pilar pertama dan ketiga ketahanan pangan. 
Masalah akan terus ada sehubungan dengan akses pangan karena harga pangan di Indonesia 
telah melonjak jauh di atas harga pasar dunia. OECD (2015) menghitung harga premium yang 
‘membebani’ konsumen Indonesia rata-rata sekitar US$98 miliar antara tahun 2013 dan 2015. 
Akibatnya, Indonesia berhasil meningkatkan peringkatnya dalam Indeks Keamanan Pangan 
Global dari posisi 76 di tahun 2015 menjadi 65 di tahun 2018, akan tetapi terdapat beberapa 
indikator di mana Indonesia masih mendapat nilai di bawah rata-rata global, seperti kualitas 
protein, ketersediaan mikronutrien, kecukupan pasokan makanan, dan konsumsi makanan 
sebagai bagian dari pendapatan rumah tangga (berdasarkan Indeks Keamanan Pangan Global, 
2016-2018). 
Harga makanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gizi dan pengurangan stunting. 
Sehingga tetap penting untuk mencapai harga yang terjangkau bagi semua konsumen, terutama 
bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Pembatasan impor dan isolasi dari pasar internasional 
sebagian besar melindungi Indonesia dari kerawanan pangan sementara yang disebabkan oleh 
pengaruh eksternal. Di sisi lain, kebijakan ini telah menaikkan harga pangan domestik dan 
menyebabkan kerawanan pangan kronis di Indonesia (OECD, 2015).
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A. Pembatasan Impor Beras
Permendag Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ekspor dan Impor Beras tidak menurunkan harga 
beras. Sebaliknya, harga lokal telah naik semakin jauh dari harga dunia sejak Krisis Pangan 
Dunia pada tahun 2008/09.
BULOG memegang kekuasaan monopolistik atas impor beras dan pemerintah melakukan 
intervensi melalui rapat koordinasi ketika menyangkut keputusan dan waktu impor yang 
sebenarnya. Rapat ini mencegah BULOG untuk membuat keputusan impor sesuai dengan situasi 
pasar saat ini, yang kadang-kadang mengakibatkan penundaan dan kerugian bagi BULOG dan 
pembayar pajak Indonesia (Respatiadi dan Nabila, 2017). Niat pemerintah untuk melindungi 
petani lokal melalui Permendag Nomor 1 Tahun 2018 ini justru menyebabkan harga beras 
lebih tinggi, dan berimbas buruk pada kurang lebih 90% rumah tangga Indonesia. Selain itu, 
diperkirakan 60 persen hingga 65 persen petani adalah net consumer beras dan juga berpotensi 
menderita dari harga pangan yang tinggi tanpa diuntungkan oleh harga produsen yang lebih 
tinggi (SMERU, 2015).
Karena harga beras menjadi lebih terdistorsi dari waktu ke waktu, kebijakan saat ini yang 
memberikan hak monopoli kepada BULOG dan intervensi dalam keputusan impor belum 
memenuhi tujuannya dan menyebabkan harga beras yang lebih tinggi dibebani kepada 
konsumen. Keputusan impor berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian dan juga larangan 
perusahaan swasta melakukan impor beras akan terus berdampak pada situasi di pasar 
beras. Oleh karena itu, disarankan bagi pemerintah untuk mengatasi kurangnya persaingan 
dalam impor beras. Pemain di sektor swasta lebih cenderung merespons peluang harga di 
pasar internasional dengan cepat. Dengan mengizinkan perusahaan swasta untuk terlibat 
dalam pasar beras, BULOG dapat berfokus pada situasi darurat ketika pasokan beras sangat 
rendah karena bencana alam atau goncangan eksternal lainnya. Sementara sektor swasta akan 
melakukan impor beras secara reguler. Jika pemerintah memastikan persaingan terbuka dalam 
impor beras, hal ini mungkin akan menurunkan harga beras dan pada akhirnya membantu 
meningkatkan konsumsi beras. Perusahaan swasta telah diizinkan mengimpor beras untuk 
keperluan industri. Pemerintah dapat mengikuti contoh ini dengan memperluas lisensi impor 
kepada pemain swasta untuk beras yang dimaksudkan untuk konsumsi umum. 
B. Pembatasan Komoditas Daging Sapi
Permendag Nomor 59 Tahun 2016 Pasal 19 melarang akses daging sapi impor ke pasar 
tradisional, yang memengaruhi konsumsi daging sapi secara nasional, karena 70 persen dari 
semua pasar di Indonesia adalah pasar tradisional (Muftiadi et al., 2016). Dengan peraturan 
seperti Permendag Nomor 59 Tahun 2016, pasokan daging sapi ke pasar utama dibatasi dan 
harga daging sapi domestik 44,17 persen lebih tinggi daripada di pasar internasional. 
Impor daging sapi sebagian besar dibatasi untuk alasan keamanan pangan. Karena impor ini 
datang dari negara-negara yang tidak sepenuhnya bebas dari penyakit hewan, pemerintah 
bermaksud untuk mengendalikan masuknya daging sapi dengan memberikan lisensi impor hanya 
kepada sejumlah importir terbatas (Kabarbisnis.com, 2016). Berdasarkan Permendag Nomor 59 
Tahun 2016 Pasal 9, lisensi impor daging sapi hanya dapat diberikan kepada perusahaan milik 
negara yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan izin tertulis 
dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara setelah persetujuan dari rapat koordinasi antar 
kementerian di mana masalah keamanan pangan sedang menjadi topik yang perlu didiskusikan. 
Impor daging sapi merupakan kebutuhan bagi Indonesia karena negara ini menunjukkan defisit 
pasokan daging sapi yang konsisten selama bertahun-tahun (Gambar 7). Membatasi impor 
hanya untuk perusahaan milik negara dapat berpotensi menyebabkan ketidakefisiensian, 
sementara memungkinkan pemangku kepentingan swasta untuk mengimpor daging sapi akan 
mendorong persaingan di antara para pedagang dan mengarah pada impor yang lebih hemat 
biaya. Biaya transaksi dan beban birokrasi juga akan berkurang karena Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara tidak perlu lagi terlibat dalam proses perizinan. Lebih lanjut, Perjanjian WTO 
(World Trade Organization) pada bidang Pertanian dan Sanitasi Pasal 5 dan 6 telah menyatakan 
secara jelas bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan resiko kesehatan hewan harus 
meminimalkan dampak negatif terhadap perdagangan dan juga tidak boleh diterapkan dalam 
bentuk terselubung dari pembatasan perdagangan internasional.
Kementerian Pertanian RI telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam pemberikan 
rekomendasi impor. Prosedur untuk mendapatkan rekomendasi impor daging sapi dari 
Kementerian Pertanian RI yang diatur melalui Permentan 34/2016 tentang Pemasukan Karkas, 
Daging, Jeroan, dan/atau produk olahan hewan ke Indonesia telah direvisi dengan Permentan 
23/2018 dimana aturan baru ini menghilangkan persyaratan pembuktian realisasi kuota impor 
yang lalu dan juga dokumen rencana distribusi daging sapi impor di Indonesia. 
Dalam rangka mengatasi ancaman penyakit hewan, BUMN dan swasta nantinya perlu mengikuti 
prosedur keamanan pangan untuk daging sapi impor. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan, Kementerian Pertanian RI telah memiliki fasilitas dokter hewan yang bertanggung jawab 
dalam melakukan inspeksi kesehatan dalam proses impor pangan. Proses ini sebaiknya perlu 
melibatkan pelaku usaha BUMN dan pelaku swasta yang melakukan impor sapi. 
Gambar 7.
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Sumber: Outlook Daging Sapi, Kementerian Pertanian, 2017, Statistik Pertanian Kementerian Pertanian, 2018
Catatan: Angka konsumsi diperoleh dengan mengkalikan konsumsi per kapita dengan total populasi. 
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Secara keseluruhan, konsumen membayar harga tinggi jika mereka terpaksa membeli daging 
sapi yang hanya diproduksi di dalam negeri. Produksi daging sapi domestik cenderung berhenti 
di angka sekitar 450.000 ton per tahun, angka yang lebih rendah dari tingkat konsumsi tahunan 
(Gambar 7). Jika tidak ada peningkatan yang signifikan dalam produksi daging sapi, impor akan 
tetap menjadi kebutuhan. Hanya pengurangan pembatasan impor yang akan menurunkan harga 
daging sapi dan mengurangi angka kasus stunting di Indonesia.  
C. Pembatasan Input untuk Industri Unggas
Meskipun hampir tidak mengalami pembatasan perdagangan langsung, harga daging ayam dan 
telur di Indonesia dipengaruhi oleh pengaruh tidak langsung dari pembatasan perdagangan 
jagung sebagai input penting bagi industri unggas. Komoditas jagung terdampak pada 
pembatasan perdagangan yang diatur dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 3(1), 3(2).
Pabrik penggilingan pakan umumnya lebih suka menggunakan jagung lokal karena produsen 
lokal memberikan jagung segar dengan lebih banyak konten pigmen dan tanpa terkena risiko 
nilai tukar mata uang (Utomo, 2012). Jagung mutiara (flint), yang mengandung lebih banyak lemak 
dan protein, sedang diproduksi oleh petani jagung lokal dan lebih disukai oleh pabrik pakan di 
Indonesia (USDA, 2018). Namun, pemasok jagung lokal mengalami kesulitan menyediakan jagung 
dengan kualitas yang konsisten kepada pabrik penggilingan pakan. Masalah yang dihadapi 
pemasok lokal seperti pengiriman yang tertunda, fasilitas penyimpanan yang tidak memadai, 
dan fasilitas pengeringan, serta pasokan musiman yang tidak memadai. Selain itu, harga 
jagung lokal melebihi harga jagung impor, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. Pemerintah 
Indonesia mempertimbangkan untuk membangun fasilitas pendukung untuk menjaga pasokan 
jagung berkualitas tetapi jagung impor cenderung menjadi produk yang lebih konsisten dan 
dapat diandalkan untuk dikirim dalam waktu dan volume yang diinginkan (Utomo, 2012). 
Meskipun demikian, Permendag Nomor 21 Tahun 2018 telah membatasi upaya untuk mengimpor 
jagung, sehingga mengakibatkan biaya input yang lebih tinggi untuk pakan ternak dan pada 
akhirnya menaikkan biaya produksi untuk industri unggas. Memonopoli impor jagung di bawah 
BULOG dan menjadikannya subjek dalam rapat koordinasi antar kementerian berpotensi 
mengurangi fleksibilitas impor yang berpotensi mengarah pada kenaikan harga jagung lebih 
lanjut. Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia (GAPPI) melaporkan keprihatinannya 
dengan peraturan serupa yang diperkenalkan pada tahun 2016 karena pasokan BULOG yang 
tidak pasti (Kontan.co.id, beritasatu.com, bisnis.com, 2016). Mereka menyatakan bahwa harga 
jagung naik secara signifikan dari Rp3.000 menjadi Rp7.000 sejak penerapan kebijakan tersebut. 
Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) menyampaikan keluhan kepada Kementerian 
Perdagangan bahwa rapat koordinasi antar kementerian gagal memberikan harga yang lebih 
rendah untuk pabrik penggilingan pakan (Bisnis.com, Agroindonesia.co.id, 2016; Republika.co. id, 
2018). Secara sederhana, dampak dari pembatasan pada jagung mengakibatkan harga daging 
ayam dan telur secara konsisten berada diatas harga internasional (Gambar 5). Komoditas 
tersebut bahkan lebih mahal di Indonesia daripada di Uni Eropa (Gambar 6).
Selagi upaya pemerintah diperlukan untuk meningkatkan pasokan jagung lokal petani untuk 
pabrik penggilingan pakan, pembatasan yang ada pada impor jagung telah membebani pabrik 
penggilingan pakan di Indonesia. Hal ini memaksa mereka untuk menaikkan harga pakan, yang 
memengaruhi biaya produksi industri unggas. Dengan begitu, daging ayam dan telur semakin 
sulit diakses bagi konsumen dan mengarah pada kemungkinan peningkatan prevalensi stunting, 
mengingat rendahnya kemampuan masyarakat dalam membeli komoditas ini. Penting bagi 
pemerintah untuk memberikan hak impor jagung kepada perusahaan swasta, karena ini dapat 
membantu mendistribusikan jagung dengan cara yang lebih hemat, yang mengarah pada harga 
jagung yang lebih murah untuk pabrik penggilingan pakan. 
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Dalam penelitian ini, kami memanfaatkan dataset dari Indonesian Family Life Survey (IFLS). IFLS 
adalah survei longitudinal yang mewakili 83% penduduk Indonesia. Kami menggunakan data 
silang yang dikumpulkan dari IFLS 4 (2007-2008) dan IFLS 5 (2014-2015) untuk mendapatkan 
usia dalam bulan dan tinggi badan. Data ini kemudian diukur sesuai dengan Tabel Z-Score 
Anthropometry WHO untuk menyusun variabel stunting dan variabel lain seperti konsumsi 
dan pengeluaran makanan, variabel rumah tangga, dan variabel geografis (misalnya, model 
perkotaan-pedesaan dan pulau). Selain itu, kami juga menggunakan dataset dari modul konsumsi 
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 untuk mendapatkan data harga pangan rata-rata 
di tingkat provinsi. Susenas adalah data representatif nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) Indonesia. Dalam modul konsumsi, kami memperoleh rata-rata tertimbang untuk 
harga pangan dari total konsumsi dalam kilogram atau ons dan dalam nilai Rupiah. Setelah 
menggabungkan dataset, kami mengecualikan sampel pecilan dan menyimpan sampel umur 
yang berusia di bawah 60 bulan. Jumlah sampel akhir untuk penelitian ini adalah 8.212 sampel.
Gambar 8.
Peta Survei Kehidupan Keluarga Indonesia 2007-2014
Sumber: IFLS (2014)
II. Metodologi
Penelitian ini menggunakan Instrumental Variable - Regresi Probit (IV-Probit) untuk mengestimasi 
hubungan harga pangan dengan tingkat konsumsi makanan dan untuk mengestimasi hubungan 
antara tingkat konsumsi dan probabilitas memiliki anak stunting dalam rumah tangga. Kami 
menggunakan regresi probit alih-alih metode Ordinary Least Square (OLS) karena kami ingin 
menggunakan variabel model (stunting atau tidak stunting) sebagai variabel dependen kami. 
Penggunaan variabel instrumental diterapkan untuk harga pangan dan ini penting karena 
Vellakal et al. (2018) menyatakan bahwa gizi adalah endogen bagi konsumsi makanan tetapi 
harga pangan adalah eksogen bagi gizi anak. Harga pangan tidak secara langsung berhubungan 
dengan probabilitas stunting, tetapi lebih berhubungan dengan asupan konsumsi. Kami juga 
memasukkan variabel sosial ekonomi seperti usia anak, jenis kelamin, pendidikan orang tua, 
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Anak dicatat sebagai i, C adalah konsumsi item makanan per kapita rumah tangga, P adalah 
harga barang, dan X adalah variabel sosial ekonomi lainnya yang termasuk dalam model. 
Deskripsi variabel yang kami gunakan dalam estimasi kami adalah pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3
Deskripsi Variabel untuk Model Regresi
Variabel Deskripsi
Stunting Variabel model untuk anak yang stunting (Anak yang stunting adalah 1). Anak-
anak yang stunting adalah mereka yang memiliki rasio tinggi badan terhadap 
usia berada di bawah dua standar deviasi Z-Score WHO (Tabel Antropometri)
Konsumsi Beras Konsumsi beras rumah tangga per kapita dalam kg per bulan. 
Konsumsi Daging Sapi Konsumsi daging sapi rumah tangga per kapita dalam kg per bulan
Konsumsi Daging Ayam Konsumsi daging ayam rumah tangga per kapita dalam kg per bulan
Konsumsi Telur Pengeluaran telur rumah tangga per kapita dalam Rupiah per minggu
Konsumsi Ikan Konsumsi ikan rumah tangga per kapita dalam kg per bulan
Harga Beras Harga rata-rata beras per kilogram 
Harga Daging Sapi Harga rata-rata daging sapi per kilogram 
Harga Daging Ayam Harga rata-rata daging ayam per kilogram 
Harga Telur Harga rata-rata telur per kilogram
Harga Ikan Harga rata-rata ikan per kilogram
Tahun Sekolah Ibu Total tahun sekolah ibu
Tahun Sekolah Ayah Total tahun sekolah ayah
Log PCE Log natural dari pengeluaran rumah tangga per kapita (per capita expenditure)
Urban 1 jika observasi tinggal di daerah perkotaan, 0 jika observasi tinggal di 
daerah pedesaan
Laki-laki Variabel model untuk laki-laki; 1 jika anak laki-laki, 0 jika perempuan
Sumatera Variabel model untuk Pulau Sumatra; 1 jika observasi tinggal di Sumatera
Kalimantan Variabel model untuk Pulau Kalimantan; 1 jika observasi tinggal di Kalimantan




Dampak Marginal Hasil Regresi dari Model Regresi menggunakan Regresi Probit IV
Variabel Beras Daging Sapi Daging Ayam Telur Ikan
Tahap Kedua – Model Stunting
Konsumsi
-0,0363** -1,525** -0,387*** -0,0000318** -0,460**
(-2,90) (-2,78) (-3,33) (-3,26) (-2,79)
Log PCE
-0,151*** -0,119*** -0,112*** -0,104*** -0,150***
(-6,70) (-4,45) (-4,34) (-3,76) (-6,62)
Laki-laki*
0,0668* 0,0752** 0,0582* 0,0620* 0,0571*
(2,34) (2,69) (2,05) (2,17) (1,99)
Urban*
-0,139*** -0,137*** -0,119*** -0,131*** -0,135***
(-4,57) (-4,53) (-3,96) (-4,30) (-4,46)
Usia
0,00876 0,00342 0,00486 0,0104 0,00871
(0,89) (0,35) (0,50) (1,05) (0,89)
Tahun Sekolah Ibu
-0,0165** -0,0169** -0,0168** -0,0168** -0,0173**
(-2,70) (-2,79) (-2,85) (-2,76) (-2,84)
Tahun Sekolah Ayah
-0,0169** -0,0122 -0,0172** -0,0179** -0,0168**
(-2,68) (-1,73) (-2,85) (-2,89) (-2,64)
Jawa ref ref ref ref ref
Sumatera*
0,126*** 0,0946** 0,0849** 0,0940** 0,146***
(3,51) (2,85) (2,59) (2,78) (3,76)
Kalimantan*
0,337*** 0,356*** 0,291*** 0,350*** 0,346***
(7,72) (8,20) (6,08) (8,15) (8,07)
Sulawesi*
0,286*** 0,293*** 0,281*** 0,345*** 0,348***
(4,43) (4,57) (4,34) (5,32) (5,48)
Tahap Pertama – Model Konsumsi
Variabel Beras Daging Sapi Daging Ayam Telur Ikan
Log PCE
1,117*** 0,0433*** 0,179*** 2922,2*** 0,0807***
(9,72) (10,65) (7,98) (13,37) (6,99)
Laki-laki*
0,0466 0,00771* -0,00673 -96,96 -0,0167
(0,38) (1,97) (-0,30) (-0,71) (-1,41)
Urban*
-0,0716 -0,00341 0,0181 93,64 0,00887
(-0,54) (-0,69) (0,89) (0,64) (0,78)
Usia
0,0340 -0,00270 -0,00629 78,84 0,00251
(0,80) (-1,65) (-0,70) (1,46) (0,64)
Tahun Sekolah Ibu
0,0161 -0,000289 -0,00322 -8,402 -0,00138
(0,54) (-0,28) (-0,82) (-0,28) (-0,45)
Tahun Sekolah Ayah
0,0432 0,00385** -0,000310 9,716 0,00315
(1,47) (2,64) (-0,07) (0,33) (0,98)
Jawa ref ref ref ref ref
Sumatera*
1,912*** 0,0170*** 0,0447 540,0** 0,175***
(10,50) (4,29) (1,58) (3,14) (8,83)
Kalimantan*
0,156 0,0247* 0,0120 1242,4*** 0,00813
(0,92) (2,39) (0,75) (6,14) (0,68)
Sulawesi*
-1,416*** -0,0142 -0,00929 1056,3* 0,0616**
(-6,90) (-1,77) (-0,23) (2,51) (2,71)
Harga
-0,000673*** -0,00000115*** -0,0000226*** -0,538*** -0,0000176***
(-16,10) (-9,60) (-8,49) (-14,65) (-15,31)
N 8212 8212 8212 8212 8212
(*) dy/dx adalah untuk perubahan diskrit variabel dummy dari 0 menjadi 1
Sumber: Kalkulasi Penulis
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Perkiraan efek marginal harga dari model tahap pertama menunjukkan koefisien negatif di setiap 
model makanan. Hal ini berarti kenaikan harga secara signifikan terkait dengan penurunan 
konsumsi rumah tangga per kapita. Dalam model tahap kedua, koefisien negatif dalam variabel 
konsumsi juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan negatif antara tingkat 
konsumsi dengan kemungkinan stunting. Misalnya, dengan koefisien efek marginal, penurunan 
harga beras sebesar Rp1.000 berkaitan dengan konsumsi per kapita sebesar 0,67 kg dan berkaitan 
dengan penurunan kemungkinan stunting sebesar 2.44%. Interpretasi yang sama juga berlaku 
untuk komoditas lain. Hasilnya akan sejalan dengan Vellakal et al. (2018), yang menemukan bahwa 
kenaikan harga pangan terkait dengan peningkatan risiko kekurangan gizi pada anak-anak di India.
Jika kita melihat lebih dalam pada model pertama, yang mengukur hubungan antara harga 
pangan dengan tingkat konsumsi, studi ini melihat bahwa kenaikan harga pangan untuk semua 
harga pangan yang diamati secara signifikan memengaruhi tingkat konsumsi dari masing-masing 
jenis makanan dalam berbagai tingkat . Sebagai bahan pokok, kenaikan harga beras sebesar 
Rp1.000 kemungkinan akan mengurangi konsumsi beras sebanyak 0,673 kg. Interpretasi ini juga 
berlaku untuk tipe makanan lain. Meskipun perubahan marginal relatif kecil ketika kami hanya 
mempertimbangkan variabel harga, akan sangat penting untuk memahami faktor lain yang juga 
menurunkan tingkat konsumsi seperti pengeluaran per kapita rumah tangga. Ada banyak temuan 
menarik dari hasil ini pada model pertama. Misalnya, konsumsi daging sapi secara signifikan 
lebih tinggi bagi pria dibandingkan bagi wanita. Selain itu, konsumsi daging sapi juga lebih tinggi 
jika sang ayah memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Di semua komoditas, pengaruh 
pengeluaran per kapita dapat secara signifikan meningkatkan tingkat konsumsi. 
Pada model kedua, yang mengukur hubungan antara tingkat konsumsi dengan stunting, perubahan 
dalam model konsumsi yang pertama kali diukur dalam model pertama akan digunakan sebagai 
koefisien dalam pengurangan stunting. Sebagai contoh, perubahan penurunan konsumsi beras 
sebesar 0,673 kg mungkin akan meningkatkan kemungkinan untuk memiliki anak yang Stunting 
sebanyak 2,44%6. Interpretasi ini juga berlaku untuk tipe makanan lain. Menariknya, pendidikan 
orang tua juga memiliki koefisien negatif dan signifikan. Artinya, semakin baik pendidikan orang tua, 
probabilitas untuk memiliki anak yang stunting akan berkurang. Kondisi ini berlaku untuk semua 
model komoditas pangan kecuali lama sekolah ayah dalam model daging sapi. Dari hasil regresi 
di atas, kita juga dapat melihat bahwa anak laki-laki cenderung mengalami stunting dibandingkan 
dengan perempuan. Selain itu, anak yang tinggal di perkotaan memiliki kemungkinan yang lebih 
kecil untuk mengalami stunting dibandingkan dengan anak yang tinggal di pedesaan, hal ini 
ditunjukkan oleh efek marginal negatif. Log pengeluaran per kapita sebagai proksi pendapatan 
menunjukkan efek marginal negatif dan signifikan. Hal ini berarti semakin kaya rumah tangga, 
kemungkinan untuk memiliki anak yang stunting akan lebih kecil. Kami juga menemukan bahwa 
rumah tangga yang tinggal di luar Pulau Jawa memiliki kemungkinan lebih besar untuk memiliki 
anak  stunting, dan hal ini ditunjukkan oleh koefisien efek marginal positif dalam variabel Sumatera, 
Kalimantan, dan Sulawesi. Asumsi ceteris paribus diterapkan di semua interpretasi di atas.
Perlu diketahui bahwa konsumsi pangan dan stunting memiliki hubungan jangka panjang dan 
bukan hubungan jangka pendek. Selain itu, hasil studi ini tidak serta-merta mewakili populasi 
Indonesia karena kurangnya data yang representatif secara nasional dalam hal kondisi kesehatan 
dan pola konsumsi yang terperinci.
6 Kenaikan harga beras sebesar Rp1.000 akan mendorong penurunan tingkat konsumsi beras sebanyak 0,673 kg. Penurunan ini kemudian akan 
dikalikan dengan koefisien variabel konsumsi (-0.0363) untuk mendapatkan hasil akhir dari perubahan probabilitas Stunting sebesar 2,44%. 
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